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Abstrak
Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalamakpek ekonomi
Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebérak dan kejam
dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaramgselkan
penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintakset tanam
paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagahpada zaman
keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 38@gga 1940.

Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidalrlaiu
memembebani rakyat, namun dalam pelaksanaannyduCstielsel terbukti
sangat merugikan petani terutama di Jawa yang rakibgtkan
kesengsaraan ,kemiskinan dan kematian bagi rakyandh koloni.

Kata kunci : Penerapan, cultuurstelsebaerah koloni

A .Pendahuluan

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) meinjadflis pada
akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan Uniteddéamg/ang singkat di
bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belandangambil alih
pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjayaumgaskan sebuah
pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro fadm 1825-1830.
Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dilsatalgaicultuurstelsel
dalam bahasa Belanda mulai diamalkan. Dalam sisgtgnpara penduduk
dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang mepguhnintaan pasaran
dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebgagaliasil-hasil tanaman itu
kemudian dieksport ke luar negara.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa dipagggil
mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belaritthische Politiek yang



termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk méndrdng-orang pribumi
serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gaberaredal J.B. van Heutsz,
pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang tempoh ajdgn mereka
secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan atentg mendirikan asas
untuk negara Indonesia pada saat ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah kal@elanda
antara tahun 1830 sampai pertengahan abad ke-l&kanarenamakannya
dengancultuurstelsel Dalam historiografi Indonesia yang tradisiondilas
itu diganti menjadi “Tanam Paksa” yang menonjolieapek normatif dari
sistem tersebut yakni kesengsaraan dan penderafgat yang diakibatkan
oleh penerapan sistem tersebut. Istilah yang dipedgan oleh Belanda
tersebut selain terbatas pada aspek ekonominyiaggahmakna padanan kata
cultuurstelsel tersebut dalam bahasa Indonesia sesungguhnlzh ddstem
pembudidayaan”, atau juga dapat disebut budidayanta Namun demikian
praktek di lapangan terutama dari segi pengelolmntapatiah diamati
bahwa aspek politik kolonial sangat menonjol. Uspitaaluksi sesungguhnya
dilaksanakan oleh rakyat atau petani dengan persgawv@ara penguasa
daerah dari tingkat bupati sampai ke tingkat desala waktu itu hubungan
politik antara Belanda dan Mataram yang telah nuéngaling tergantung
sejak tahun 1755, dan terutama pasca Perang Dipeney mana Belanda
membantu pihak keraton, merupakan format politikgyanendorong dan
memunculkan terselenggaranya sistem tanam paksa.

Pada saat Thomas Stanford Raffles berkuasa di &liBdilanda,
Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi yan myak diakibatkan
oleh Perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang didein Stelsel
Kontinental Oleh sebab itu, Belanda kehilangan sebagian besar
perdagangannya dan pelayarannya. Peranannya sepagai penimbun
barang mundur dan dunia perdagangan melahirkart-pusat perdagangan
baru. Pedagang-pedagang Belanda tidak dapat mgrdangan pedagang-
pedagang Inggris karena para pedagang Inggris da@aiasarkan kain-kain

Lanchashire dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasidisi



tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantiligkiei memungut biaya
yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk,ni@nungut pajak yang
tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri ingaikg akan dipasarkan di
daerah koloni serta memonovoli perdagangan peraérint

Dalam kondisi yang demikian, di Parlemen Belandgadi perbedaan
pandangan antara golongan konservatif dengan gatofigeral. Golongan
konservatif menganggap bahwa eksploitasi yandadikan di tanah koloni
sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementa@nsisksploitasi yang
dikonsepkan oleh golongan liberal belum sepenuhnyayakinkan
pemerintah. Dalam situasi perbedaan pandangagalungan liberal terpecah
menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih memamankan prinsip-
prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan watapgan yang minimal
dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan persgaranDi lain sisi,
terdapat sekelompok dari golongan liberal yang rkemean pada prinsip-
prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsigerdl sebagai prinsip
memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kewam. Dalam
menghadapi golongan liberal yang terpecah tersefmlbngan konservatif
dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumperiuke dapat
dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sistetrerdl tidak dapat
dilaksanakan di negeri jajahan karena tidak sedelgan situasi dan kondisi

ekonomi lokal.

B. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksa ataucultuur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan
oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Boschryawgjibkan setiap desa
harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untakalmi komoditi ekspor
khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini adlgmal kepada pemerintah
kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dail pasen diserahkan
kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidemiliki tanah harus
bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebunrkebilik pemerintah

yang menjadi semacam pajak.



Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tldarti karena
seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanamaw lekspor dan hasilnya
diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayaly yihgunakan untuk
praktek cultur stelstel pun tetap dikenakan payslrga yang tidak memiliki
lahan pertanian wajib bekerja selama setahun peinlahan pertanian.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalaaktpk ekonomi
Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh leleitag dan kejam dibanding
sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukanip@an negara yang
sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang padanjan@C wajib menjual
komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam raara tertentu dan
sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetap&pada pemerintah. Aset
tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan Hesgir modal pada
zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanddap&835 hingga 1940.
Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahteralegeri Belanda ini,
Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi Gekaaf oleh raja Belanda,
pada 25 Desember 1839.

Culturstelseldi Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatiesesng
yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaituDéanBosch yang telah
memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan ithyah kekuasaan
Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bos@ng dijadikan
Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pidswa menjadi eksportir
besar-besaran dari produk-produk agraria, dengamntkegan dari
penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belamdgian Van Den
Bosch dengan sistemultuurstelseldi Jawa itu adalah untuk memproduksi
berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasadmnia. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan peméyaian berbagai
produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakaeh, lada, kayumanis,
jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari senughulpiitu adalah bahwa
petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untudmproduksinya dan
sebab itu tidak dilakukan secara voluter (Fass€92: 239).



Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistenanmtapaksa
sebagaimana tercantum dalsstaatsbladtahun 1834 no.22. yang isinya
adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengatughek hal mana mereka
menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penaneamaman dagangan
yang dapat dijual di pasaran Eropa.

2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan ymhrd untuk tujuan
tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima @arah pertanian yang
dimiliki penduduk desa.

3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanatagangan tidak boleh
melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanadn pa

4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menatamaman dagangan
dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tgaa disediakan wajib
diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jikai-milai hasil
tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pagkahl yang harus
dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus dikkan kepada rakyat.

6. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dalgang dibebankan kepada
pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagaknmsebut tidak
disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan piad& rakyat.

7. Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanamaamtn dagang,
penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mesddangkan
pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi dira gemhgawasan
apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutamaa-tanaman
berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Smtfl977: 76-77).

Jika diamati dari segi isstaatsbladtersebut, maka Sistem Tanam
Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk. Nateuomkian dalam
pelaksanaannya ternyata telah ~mengakibatkan kem@ags yang
berkepanjangan kepada rakyat. Dampaknya cukup u#éstmenjadikan
rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Pendudekalu terbebani oleh

perilaku-perilaku pemimpin-pemimpin mereka yang raksakan rakyat



untuk taat terhadap nperaturan yang ditetapkarfig@omena ini diakibatkan
oleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan yancantum dalam
staatsbladyang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bdol lebih
banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktumak tanaman
berkualitas ekspor, sehinga tidak dapat mengerjakavahnya dengan baik,
bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakaalsg/a sama sekali.

. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hdmapgkrut
setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Bgowa, 1825-1830), dan
Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubeianderal Van den
Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistemnidPeksa (Cultuur
Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemegntgjahan yang kosong,
atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwaddesadi Jawa
berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang basigmgrhitungkan senilai
40% dari hasil panen utama desa yang bersangkdtan.den Bosch ingin
setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untakadit komoditi ekspor ke
Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksakintenggunakan sebagian
tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) danyisibkan sebagian hari
kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu aselutang
pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjkalaoditi ekspor itu lebih
banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayam d¢esakan menerima
kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti ragantkekurangan tadi dari
sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkemai&eara perlahan sejak
tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 18d@m ini telah
sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah koloniamabdisasi lahan
pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang sgdiis. Komoditas kopi,
teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasaadedang membubung,

dibudidayakan.



Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitagden, pada tahun
1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan daalourstelselatau
tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia demald&esultanan di Jawa
Tengah atawortsenlandentidak mengambil bagian dalam sistem tersebut.
Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidaskn secara drastis karena
pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertaharksasiensi tanah untuk
tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 18&fpamanya jumlah
tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi dital®60 naik lagi menjadi
54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada mesa dan data
kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporara geejabat Belanda
sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahstanscultuurstelselini
jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang dagthagi penduduk Jawa.
Luas tanah garapan yang digunakan untuk sisterménurut perhitungan,
pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 185@rumemenjadi 4 %, dan
pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %.

Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda umaskng-masing
tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah petsawgang baik, karena
tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kaptry memerlukan tanah
yang agak tanduswpeste gronden Yang tidak dapat digunakan untuk
persawahan, terutama dilereng-lereng gunung. endigmbutuhkan daerah
yang padat penduduknya. Pada dasarnya sistem mbavea perubahan pada
sistem pemilikan tanah. Karena penyelenggaraanitaleulan per desa, maka
tanah-tanah juga dianggap milik desa, bukan meiloppngan (Fasseur 1992:
28,29).

Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenaibalgai
komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa Is&kiitar tahun 1840
(Fasseur 1993: 34). Dalam waktu sepuluh tahun (1830) semua
karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap daiagtem ini (kecuali
karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dant&a hingga karesidenan
Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hinggaeg&@enan Basuki di

Jawa Timur. Tetapi produksi kopi terbesar beraghdli karesidenan-



karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa h@ndgasuruan dan
Basuki (Jawa Timur).

Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasdatiakan di 13
karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, karesidenan-karesidenan
Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1&¢liksi dari wilayah ini
mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pdikaresidenan-
karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan {Uegeh Tengah) dan
Cirebon (Jawa Barat). Dalam jangka waktu yang spuoia Indigo berhasil
diusahakan dii 11 karesidenan, Tetapi produksi atdmrasal dari dua
karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Baayu yang
menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongandagahakan sedikit
indigo. Tembakau yang diusahakan melatuiltuurstelsel dilakukan di
Karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Mhenggedangkan
kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat).

Dalam penyelenggaraasultuurstelsel pihak Belanda berusaha agar
sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengaanip Sebab itu
penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupaamgara kepala desa,
dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerimdalga pada hasilnya,
yang dihitung dalanpikol (+ 62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang
pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya jugaabesi dari satu tempat
ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyaknyerahkan
penguasannya kepada para pejabat Belanda setepgpat Kontrolir) yang
mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi Rare mereka
memperoleh €ultuurprocent prosentase tertentu dari hasil panen. Untuk itu
sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 okamgrolir dan sekitar
orang pengawas berkebangsaan Belanda.

Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kelasiaskebiasaan
yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaipa yang oleh Belanda
dinamakan heerendienstén(Djuliati Suryo, 1993). Yaitu kewajiban rakyat
untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mehdagzlan bayaran.

Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejakarRe Diponegoro



dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenland&apan saja
pemerintahan membutuhkan tenaga rakyat, maka pguatibsesuai dengan
instruksi yang diberikan pada mereka, harus menglkkaa agar setiap desa
menyediakan tenaga kerja secara adil.” Beberapjupenduduk yang harus
dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenupagia para bupati. Tetapi
sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memdikidtas penggarapan
tanah ¢§ikep yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. dala
sebabnya selama dilaksanakanweydtuurstelsel,diadakan pembagian tanah
bagi penduduk yang tidak memiliki (numpang), seba¢gemudian muncul
sikep-sikep baru yang wajib melaksanakannyleetendienstén pula
(Fasseur, 1992: 30).

Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi jugaproses hasil
panennya untuk diserahkan di gudang-gudang perakrilengangkutannya
ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani pettatama produksi kopi
seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula olynada pabrik-pabrik
guna yang dikelola secara modern dengan modal ésasgeur, 1993: 33).

Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanyapigtara ahli
sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemermekentukan tinggi
rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Boschaladagar upah
disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namuinifdihggap tidak praktis.
Mungkin karena para petani belum memahami kaitakernpean mereka
dengan mekanisme pasar. Menurut penelitian Prof.VRn Niel dari
Universitas Hawaii, jumlah upah disesuaikan derjgariah pajak tanahHgnd
rent) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula ‘dan Bosch
menginginkan agar upah yang diterima petani haresumgkinkan mereka
“menikmatinya” dan itu berarti harus lebih banya&ridhasil pesawahan.
Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain tumiénentukan tinggi
rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanahalfsantuk tebu) tentu
diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahdy@andingkan dengan
tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknolggyig digunakan, dan lain

sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upahgan demikian upah



bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komotitapi juga dari
karesidenan-karesidenan (Fasseur, 1992 : 42). Bordog diberikan oleh
Prof. Fasseur mengenai masalah upah ini diambil dlea komoditi yang
berbeda, yaitu gula dan indigo (nila).

Dengan demikian salah satu dampak dewituurstelsel adalah
masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membeagk tanat{land
rent) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Keagatini saja sudah
menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedeSaatu masalah yang
penting pula adalah apa yang dinamakenlttiur procent (Fasseur, 1993:
46-50), yaitu jumlah persentase yang diterima pajabat Belanda maupun
sesuai dengan produksi yang diserahkan pada guatagyg pemerintah.
Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gang diterima. Van den
Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong pejabat tersebut
bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipdiam Preangerstelsel.
Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan cipfaa den Bosch.

“Cultuur procenteh ternyata membawa dampak yang kurang baik
dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulk&nbedaan
pendapatan yang mencolok antara mereka yang tedéregancultuurstelsel
dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja efiada‘’kurus”. Ketidak
puasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari mp@ani untuk di
pindahkan ke daerah lain.

Dalam gambaran yang komprehensif, pelaksanaann&i3tanam
Paksa mengalami banyak penyimpangan-penyimpangang yserius.
Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa terlgddln banyak
diakibatkan oleh adanyeultuur-procenten,sehingga para pengawas tanam
paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatinbalan.
Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan pesiuksi
sebanyak-banyaknya dengan memeras rakyat. Akhiyayg menjadi sapi
perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otordatgam menetapkan hasil
panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-skap kepala desa yang

lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolprsaehingga kebijakannya
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seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk ajearg digunakan
untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yangs tbekerja sebagai
buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produksj harus dibayar oleh
penduduk.

Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan gdktham paksa
ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimanamderhubungan dengan
kemunculan gerakan liberal di negeri induk terseBagicara umum mereka
dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu mgém humanis dan
golongan kapitalis. Golongan humanis mengatakanwv@aBiatem Tanam
Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyakndas dan
menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalamineloginya, padahal
tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangaésar dalam
menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dengan kdemi perlu
diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat targhhan. Sementara
golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem TanaaksaP tidak
menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistenmariia Paksa
memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objkkrimya melibatkannya
dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnyansigterekonomian
Hindia Belanda.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, petaé Belanda
tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka sajdainken juga
meningkatkan prestise mereka dengan gaji berugh tgang akan memberi
mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yangitkhasya. Di samping itu,
Van Den Bosch menerapkan sistem prosentase yakhatdagi petugas
yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang nimelghii yang ditentukan.
Namun yang menjadi permasalahan lanjut adalah b&egakan tersebut
menjadi sember dan ladang korupsi serta penyeleamepgnyelewengan
yang merugikan rakyat. Sistem prosentase dianggdyagai legalisasi
pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemeseszerti luas tanah yang
diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kergmdpduk melebihi

ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajitakpa@jak, dan kerja wajib
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tidak dihapus. Sementara hasil dari kebijakan oultstelsel sangat
memuaskan dan menguntungkan pemerintah Belandeo(ialjo, 1990: 15).

Pada tahun 1848, Sistem Tanam Paksa mendapatairititelalui
perdebatan di Parlemen Belanda. Perdebatan terjddia golongan liberal
dengan golongan konservatif, seputar evaluasi ppaarsistem tanam paksa
di Hindia Belanda. Kaum liberal berkeyakinan baht@aah jajahan akan
memberikan keuntungan kepada negeri induk apabiésatah-masalah
perekonomian diserahkan kepada pihak swasta. Dategaikian, pemerintah
kolonial hanya memungut pajan dan mengawasi jaEnpgmerintahan.
Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusatagangan hasil bumi
di tanah jajahan. Berbeda dengan kaum liberal, k&omservatif tetap
berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikamtiegan kepada
negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsoleh pemerintah.
Pemerintah harus campur tangan dalam pemungutah thasi di tanah
jajahan. Bagi kaum konservatif, Hindia Belanda d@ap belum siap untuk
menerima kebijakan politik liberal. Dari perdebatatua golongan tersebut,
golongan liberal menang dan dapat meluruskan sipgmerintahan di tanah
koloni. Dua orang sebagai pembela nasib pendudidnkadalah Douwes
Dekker dan Baron Van Hoevell. Dalam mkaryanya ydegjudul “Max
Havelar”, Douwes Dekker membentangkan kekejamatersismanam paksa.
Sementara Fransen Van Der Putte juga medulker Contractenyang juga
banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tamaksa.

Berkat kecaman dan kegigihan kaum liberal tersebmigka
pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem tgpetaa, melainkan
tidak sekaligus melainkan secara bertahap ataungggma-angsur. Proses
penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap ysktama Kkali
penghapusan sistem tanam paksa lada pada tahun B&&§hapusan tanam
paksa untuk eh dan nila pada tahun 1865, dan phda tL870 hampir semua
jenis tanaman paksa sudah dihapuskan, kecuali tangmaksa kopi di
priangan.
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D. Cultur Stelsdl Di Luar Jawa

Selain di Jawagultuur stelseljuga dijalankan di luar Pulau Jawa
meskipun dalam skala yang tidak sebanding dengapuldu Jawa. Sejak
tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan cultuelsel untuk tanaman
kopi. Sistem tanam paksa di daerah ini berlangstuigip lama, sampai
dihapuskannya pada tahun 1899. Sementara di SamBteat pada tahun
1847 pasca Perang Padri, juga diselengarakéinur stelselluntuk tanaman
kopi yang baru dihapus pada tahun 1908. SedangkaMadiura juga
dijalankancultuur stelseuntuk tanaman tembakau. Di samping itu, di Maluku
juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VOékny untuk tanaman
cengkeh di Kepulauan Ambon, dan pala di kepulauandB. Sistem tanam
paksa di kepulauan Maluku ini baru dihapuskan pattan 1860. Dengan
demikian, meskipun secara umum dikatakan bahwansignam paksa
berlangsung dari tahun 1830-1870, tetapi dalamtg@kakang sesungguhnya
bahwa sistem tersebut telah berlangsung jauh sebéiinun 1830, dan
berakhir secara total pada awal abad ke-20. Inatddipadikan referensi baru
bahwa melihat sejarah tanam paksa harus ditamp#i&eara utuh mengingat
kompleksnya kajian sistem ini baik secara makropuaumikro.

Pada masa VOC, Minahasa telah terkait dengan pmiéapelayaran
niaga VOC yakni sebagai daerah pemasok beras. Kamasgebagai pemasok
beras ini beru dihentikan pada tahun 1852. Senwentar di daerah ini
pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan sistarant paksa semenjak
tahun 1822. Daerah yang paling cocok untuk budadapi waktu itu adalah
di Dataran Tinggi Tondano yang sesuai dengan ekdtogi. Wilayah
tersebut merupakan bagian dari Minahasa yang pekdyd tergolong padat.
Dengan potensi tenaga kerja yang banyak di wilayah maka sangat
memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi tenaga &esgcara tradisional
baik yang diperlukan untuk penanaman kopi itu senthaupun untuk
membangun prasarananya. Tanaman kopi lebih banyaldidayakan di
distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik $akiya seperti Tomohon,
Kawanokoan, dan Sonder (Schouten, 1993: 51-72).
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Untuk pembudidayaan kopi, lahan-lahan yang dimakdéaaadalah
tanahkalekeran yaitu suatu tanah milik distrik yang kosong diailak digarap
oleh penduduk karena keadaan tanahnya kurang bdikk ikebun atau
persawahan. Pembukaan lahan-lalkatekeran ini sangat memberatkan
penduduk karena letaknya yang cukup jauh dari tetmgggal mereka. Dalam
hal lain upah yang diberikan juga tidak mencukuptiuld kebutuhan mereka.
Setiap pikol pemerintah Belanda hanya membayar f 10, padah#@pse
keluarga hanya dapat menghasilkan gaittol belum lagi dengan adanya
kecurangan-kecurangan yang dijalankan oleh panagpstlapangan dalam
menimbang kopi. Dalam hal lain, penduduk juga dameboleh biaya
pengangkutan, dimana pengangkutan kopi ke gudadagnrgu pemerintah
yang berada di wilayah pantai cukup jauh, padahaleka harus dengan
memikulnya. Baru sejak tahun 1851 pemerintah memlgudang-gudang di
daerah pegunungan, sehingga pekerjaan pendudukaandepih ringan.
Sedangkan pengangkutan dari gudang-gudang pegunieggudang-gudang
di daerah pantai dilakuna oleh para pekerja yabgrdupah (Leirissa, 1996:
62).

Namun demikian, dalam rangka memperlancar prosegapgkutan
kopi, penduduk tetap terbebani untuk membangunapaaa yang terkikat
secara tradisional. Maka semenjak tahun 1851 jalan- dan jembatan
penghubung daerah pegunungan dengan daerah pagaidibangun. Dalam
pelaksanaannya, penduduk diharuskan bekerja sbeegdiran dan sukarela
tanpa upah. Sehingga sewaktu-waktu, mereka haaps dipanggil untuk
bekerja dalam pembuatan sarana dan prasarana. UPagdiaanya mereka
dipimpin oleh pemimpin tradisional mereka yaitu p&epala walakyang
memiliki otoritas tradisional untuk memerintah aptiwarga yang berada di
bawah pimpinannya. Pekerjaan tersebut seringkainlagva kesengsaraan
kepada rakyat karena letak proyek-proyek tersebuh jdari desa tempat
tinggal mereka, atau dapat pula pada lokasi-lokaisg sangat sulit, sehingga
mengancam keselamatannya. Pekerjaan unum terselga jsangat

membebankan dan memberatkan karena pada suata ketiiduduk harus
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memanen tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokokmgaeka dapat
panggilan untuk kerja bakti membangun sarana uneuselbut.

Jika dibandingkan dengan kopi Jawa, baik dari skgnomi maupun
kualitas, hasilnya tidak terlalu rendah. Bahkanybé&npara pejabat Belanda
yang secara langsung mengakui bahwa Kopi Menadb jabih baik
ketimbang Kopi Padang. Malahan pada bagian kedwa &e-19 Kopi
Menado sempat mengungguli Kopi Jawa. Namun demildani segi
kuantitas, produksi Minahasa jauh lebih rendahmtbey Kopi Padang yang
rata-rata menghasilkan 191.000 pikul setiap tatg&edangkan Kopi Jawa
lebih benyak lagi yakni dapat mencapai 2 juta psetiap tahunnya. Namun
demikian, Minahasa telah memiliki sejarah sosialgyaukup berperan dalam
pengayaan sejarah nasional, terutama masa ditemagkaistem tanam paksa.

Semenjak tahun 1820 hingga tahun 1840, di Minargkaopi telah
dibudidaya secara perorangan sebelum diberlakukarmjtuur stelsel
Sebagaimana halnya di Minahasa, di Minangkabau pmy@anaman kopi
dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Lahan-lafsarg dipakai juga
dalam kategori lahan tidur yang kurang produktifulrpertanian lain. Karena
sebagian besar kopi ditanam di daerah daerah peganuterutama lahan-
lahan yang berada dalam kawasan hutan, maka kopangkabau lebih
sering dekenal sebagai “kopi hutan”. Seperti halrdi Minahasa, di
Minangkabau juga penduduk dibebani dengan kerjgpatanpah untuk
membangun sarana-sarana terutama jalan-jalan odrajan untuk keperluan
pengangkutan kopi dari daerah pegunungan ke Padd®gmentara para
pemimpin tradisional yang bertugas menggerakkardymhurk adalah para
penghulu, sehingga dengan ikatan tradisional tatspbnduduk patuh pada
atasannya.

Dalam penelitian Prof. Kenneth Young, disimpulkarbérapa
penyebab atau faktor pendorong keberhasilan bugla danam kopi di
Minangkabau.Pertama adalah kebijakan mengenai pemberian upah yang
tidak membingungkan para petani, karena telah dagngan jelas. Harga per

pikul ditetapkan f 20 atau sekitar 32 sen per kg setelah dipotong berbagai

15



ongkos yang harus dibayar, petani menerima f 4pped atau 5 sen per kg.
Keduatersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yangtdiikerahkan
untuk keperluan penerapan budibaya tanam kopilets&etiga adalah

adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan weinjmasyarakat
Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong unténjalankan

pekerjaan yang menghasilkan uang (Young, 1988:1636-

Young dalam penelitiannya juga menyimpulkan selsiais
kegagalan dari penerapan sistemRartamaadalah habisnya lahan pertanian
yang cocok untuk budi daya kopi sehingga tidak tafilakukan ekspansi
secara terus meneruseduaadalah munculnya penyakit tanaman kopi yang
sulit untuk di atasi, sehingga produksi semakinkinemg. Ketiga Perang
Aceh yang berlangsung relatif lama sehingga banyakguras perhatian
pemerintah Belanda untuk menanganinya, sementaliddya kopi menjadi
kurang diperhatikarKeempatadalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik
karena terbiasa dengan pola budidaya perseorarayamn tglah berlangsung

sebelurmcultuur stelselditerapkan.
E. Kritik Terhadap Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hdmapgkrut
setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Bgowa, 1825-1830), dan
Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubeianderal Van den
Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistemnidPeksa (Cultuur
Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemegntgjahan yang kosong,
atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwaddesadi Jawa
berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang basigmgrhitungkan senilai
40% dari hasil panen utama desa yang bersangkdtan.den Bosch ingin
setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untakadit komoditi ekspor ke
Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksakintenggunakan sebagian
tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) danyisibkan sebagian hari

kerja untuk bekerja bagi pemerintah.
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Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu aselutang
pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjkalaoditi ekspor itu lebih
banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayam d¢esakan menerima
kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti mgantkekurangan tadi dari
sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkemai&eara perlahan sejak
tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 184@m ini telah
sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah koloniamabdisasi lahan
pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang sgutis. Komoditas kopi,
teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasaadedang membubung,
dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem lm@rhasil luar
biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak harsgamembangun sendiri,
melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden utkiagk di Kerajaan Belanda.
Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanjajdaaraberasal kiriman
dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kergganda disumbang
dari Oost Indischeatau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung,
Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayaieta api nasional
Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belandenpagalami surplus.

Badan operasi sistem tanam pakddederlandsche Handels
Maatchappij (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkru
Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin urarkg, dan harganya pun
melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana ketaplar@irebon, Jawa
Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahb®. BE3stem tanam paksa
yang kejam ini, setelah mendapat protes keras lutbagai kalangan di
Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipiuk tanaman kopi
diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Cultuurstelsel ternyata membawa keuntungan yangasdresar bagi
para pemegang saham Nederlandsche Handel-Maatgai@ppentunya juga
raja Belanda- di negeri Belanda, Pemerintah Bela®ita pemerintah India
Belanda. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan peksdari India-Belanda,

terutama ke Eropa. Ekspor tahun 1830 hanya berjuiitajuta gulden, dan
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tahun 1840 ekspor meningkat menjadi 74 juta gul@Ramjualan hasil bumi
tersebut dilakukan oleh NHM; keuntungan yang masikas Belanda -antara
1830 sampai 1840- setiap tahun sekitar 18 jutaegulthi adalah sepertiga
dari anggaran belanja Pemerintah Belanda.

Seorang mahasiswi Belanda, Annemare van Bodegods tshun
1996 mengadakan penelitian untuk menyusun skripsidg menyoroti
periode antara 1830 —awal diterapkannya cultusedtebleh Gubernur
Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830-1838)pai tahun 1877.
Keuntungan yang diraup Belanda —yang dinamakamg It atau surplus
akhir- mencapai 850 juta gulden, yang antara lggardhkan untuk membiayai
pembangunan infrastruktur di Belanda seperti j&leneta api, saluran air dll.
Di sisi lain, cultuurstelsel ini membawa kesengaardan bahkan kematian
rakyat yang dijajah. Antara tahun 1849-1850 sa&acatat lebih dari 140.000
orang pribumi meninggal sebagai akibat kerja daartapaksa. Apabila nilai
850 juta gulden dihitung dengan indeks tahun 1982ka nilainya setara
dengan 15,4 milyar gulden. Tak dapat dibayangkargga keuntungan yang
diraup oleh Belanda dari Indonesia antara 1602-Hpébila dihitung dengan
indeks tahun 2002.

Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tida&rlalu
memembebani rakyat, namun dalam pelaksanaannyayu@ielsel yang
sangat menguntungkan Belanda, terbukti sangat mkarugetani terutama di
Jawa dan mengakibatkan kesengsaraan dan kematianrdbgyat banyak,
sehingga cultuurstelsel tersebut lebih dikenal gaibaistem tanam paksa,
karena petani diharuskan menanam komoditi yangasatigninati dan mahal
di pasar Eropa, yang mengakibatkan merosotnya Hasmman pangan
sehingga di beberapa daerah timbul kelaparan, tsgpeg terjadi di Cirebon
tahun 1844, di Demak tahun 1848 dan di Grobogamtai849.

Sejak 1840, selama 60 tahun berikutnya nilai eksgeni India-
Belanda ke Belanda meningkat 10 kali lipat, daii L@a gulden menjadi 1,16
milyar gulden. Selama kurun waktu itu, juga terjgdirubahan komoditi

ekspor; selain kopi, teh, gula dan tembakau, yaagiimterus diekspor, kini
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ekspor bahan baku untuk industri seperti karetahirdan minyak, menjadi
lebih dominan. Seiring dengan perkembangan eksaorjehis ekspor, titik
berat perkebunan pindah ke Sumatera Timur, di ndéliekan perkebunan-
perkebunan besar, terutama untuk tembakau dan karet

Selain monopoly perdagangan komoditi “normal”, yata Belanda
juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangamao(candu), yang
kemudian juga dimonopoli oleh VOC dan penerusnyamnétintah India-
Belanda. Semula impor opium dari Bengali pada tat&02 hanya sebanyak
satu setengah peti, meningkat menjadi 2.000 petlapgahun 1742.
Keuntungan per peti dapat mencapai 1.800 samp@b 2y0lden, dan agar
penjualannya terjamin, Belanda juga mendorong pribuuntuk
mengkonsumsi opium. Pada akhir abad 19, Konsul&nBa di Singapura
melaporkan, ekspor candu dari Bengali ke IndiasB#amencapai hampir
3.700 peti.

Ewald van Vugd, seorang wartawan dan penerbit berkgsaan
Belanda, pada 1985 menyoroti politik perdagangamunopBelanda yang
dipaparkan dalam bukunya Wetig Opium. Menurut vargty candu mulai
menjadi sumber penghasilan utama Belanda sejak taiAd3. Antara tahun
1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 158,9yilden, yakni 8,2 %
pemasukan total dari tanah jajahan, dan kontripeshasukan dari jajahan
Belanda terhadap seluruh anggaran Belanda seb2g%##6!1 Antara tahun
1860-1915, laba candu meningkat 15 persen per tdtalma candu antara
1904-1940 sebesar 465 juta gulden! Tak heran apahit Vugt tahun 1988
menerbitkan buku dengan judul yang menggemparkaity \Het dubbele
Gezicht van de Koloniaal (wajah ganda dari pengp@hyang memuat sisi
negatif penjajahan Belanda, seperti pedaganganucgetdagangan budak,
kerja paksa, kekerasan senjata dll.

Demikianlah wajah penjajahan Belanda waktu itu, ide@untungan
materi untuk para tuan besar, mereka mengorbarmdkyatrdi jajahan mereka,
bahkan secara sistematis merusak mental dan kesemakyat dengan

menganjurkan untuk mengisap candu. Tidaklah meagkan apabila
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sekarang keluarga kerajaan Belanda termasuk kelysating kaya di dunia
dan Belanda termasuk salah satu negara termakmiroga Barat, berkat
perdagangan budak, perdagangan candu, tanam paksbedbagai praktek
pelanggaran HAM. Hal-hal yang sangat tidak manusiseperti ini, telah

menggerakkan hati beberapa orang Belanda yang hsinseperti Eduard
Douwes Dekker, yang kemudian melancarkan kritikhadap politik

Pemerintah India-Belanda melalui berbagai tuligaga dalam bentuk roman
dengan nama “Max Havelaar”, yang ditulis pada tat@860.

Namun krittkan yang dilontarkan tersebut tidak menykan
Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat berbggaiaturan untuk
menakut-nakuti rakyat jajahannya yang berniat mewkang. Pada tahun
1880 diberlakukan peraturan yang dinamakan Po&aletie, yaitu peraturan
yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan datapybagi kuli-kuli
yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama Peefanctie adalah
menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga membaesierdekaan buruh
untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja. MaotainHatta menunjuk
buku tulisan H.F. Tillema yang berjudul “Kromo Betta” yang berisi
keluhan dan pengaduan tentang bagaimana PemeBefahda melalaikan
kesehatan rakyat. Hatta menunjukkan keadaan burukaldngan buruh,
misalnya bahwa seorang kuli (buruh) di Sumateraldip bekerja dengan
kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang olehkamajBelanda.
Pukulan-pukulan dengan rotan, penahanan melawaanhugenelanjangan
buruh yang dianggap salah oleh majikan merupakbiegaan pada waktu
itu.

Poenale Sanctie yang kejam dan tidak berperikemearusnenambah
kesengsaraan rakyat Indonesia, dan memperpanjdtag pelanggaran HAM
oleh Belanda, serta meningkatkan kemarahan dann&gme di kalangan
bangsa Indonesia. Pers dan para pemimpin bangsmdsid mengecam
Poenale Sanctie ini. Setelah gencar kritik dan k@radi negeri Belanda
sendiri, baru pada tahun 1924 Majelis Rendah Belanéngajukan protes

atas Poenale Sanctie tersebut, namun Poenale &doati dicabut tahun
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1941, ketika Perang Dunia di Eropa telah dimula a@acaman Jepang di Asia
telah di depan mata.

PENUTUP

Tidak salah lagi Sistem Tanam Paksa yang diterapkahlindia
Belanda telah mendatangkan perubahan sosial miaydraik secara makro
maupun mikro. Pada pokoknya, Sistem Tanam Paksaupadean
penghisapan dan pemerasan secara brutal yangldikéh orang-orang yang
tamak dan haus akan kekuasaan, yang nilai-nilaidy@entuk oleh
latarbelakang kebudayaan masing-masing. Sisterant&aksa menjalankan
suatu tipu muslihat pada lingkungan sosio-ekon@nasa lebih canggih dan
rumit. Dalam membahas Sistem Tanam paksa, akam letwnprehensif
apabila dikaji tidak secara tradisional, agar bgabaspek yang menyertai
dilaksanakannya sistem dapat teungkap. Karenatilek, maka gambaran
utuh dari sistem ini tidak akan ditemukan. Namumittean secara riil adalah
tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan Sistem nTan@aksa
mengkondisikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Adanya pembentukan modal. Aspek ini tidak dapat
disangkal oleh peneliti manapun bahwa pelaksanasten Tanam Paksa
telah menimbulkan permodalan di Hindia Belanda. Baartukan modal yang
merupakan aspek dari sejarah kolonial yang terutaeldbatkan orang-orang
Eropa dan Cina, ketimbang bangsa Indonesia senbahwa modal
perusahaan di Eropalah yang menyebabkab terpecalmpg Sistem Tanam
Paksa yang diawasi oleh pemerintah itu. Pembentukadal yang utama,
yang bedampak pada meluasnya tanam paksa ditégadj di Jawa sendiri,
dan kondisi tersebut terjadi selama berjalannyde®isTanam Paksa dan
merupakan bagian dari Sistem Tanam Paksa tersebut.

Keduaadanya tenaga buruh yang murah yang menandaiuganddi
Jawa yang telah lama berlangsung jauh sebelum nsigtanam Paksa
diterapkan. Rakyat kelas bawah sudah menjadi traeiserja wajib untuk
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para pemimpin tradisional yang memiliki otoritasadisional sebagai
pemimpin dalam masyarkatnya. Hubungan-hubunganrdataingan di
samping adanya perbudakan dalam kebanyakan halpaien kunci yang
menentukan dari perbedaan-perbedaan sosial dalagara&at.

Ketiga ekonomi pedesaan yang berubah selama penerapm Sis
Tanam Paksa dan sesudahnya. Struktur politik #anceni pedesaan yang
selama abad ke-19 menunjukkan kenyataan-kenyatasial-ekonomi dari
kehidupan orang-orang Jawa, dengan mengubah laashplan tenaga buruh
yang murah menjadi pengaturan fungsional. Desa-desapakan sumber
dari mana tenaga buruh dan hasil pertanian ditavddaupun hanya dari
beberapa penduduk desa. Pada awal abad ke-19ggol@tas di pedesaan
Jawa menjadi lebih kuat karena penunjukkan tuggastidan kewenangan-
kewenangan baru yang memungkinkan para kepaladiespara kroninya
yang memiliki otoritas atas pengawasan lahan, tenlgruh dan hasil
pertanian sampai ke tingkat yang lebih besar ddaipgang yang pernah

terjadi sebelumnya.
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